
GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PEMBANGUNAN
JALAN LINGKAR PAMANUKAN - TEGALURUNG DI DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

1.

bahwa dalam rangka elisiensi dan efektivitas pelaksanaan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingzrn umum
pada pembangunan Jalan Lingkar Pamanukan-Tegalurung di
Daerah Kabupaten Subang, perlu melimpahkan pelaksanaan
persiapan pengadaan tanah kepada Bupati Subang;

bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (21 Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19
Tahun 2O2l tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum, pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf a, dilakukan melalui penetapan Gubernur
Jawa Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan
Persiapan Pengadaan Tanah bagt Pembangunan untuk
Kepentingan Umum mengenai Pembangunan Jalan Lingkar
Pamanukan-Tegalurung di Daerah Kabupaten Subang di
Daerah Kabupaten Subang;

Undang-Undang Nomor 1l Tahun 1950 tentang Pembentukan
hopinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Djuli 1950)jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, tera-khir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O00
tentang Pembentukan Provinsi Banten (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40lO);
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pengadaan
Tanah Bagr Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 22,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, "fambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tanr,.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2O22
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 73 Tembahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6631);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2O2l tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2l Nomor 6721;

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 32 Seri D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA
PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PAMANUKAN - TEGALURUNG DI
DAERAH KABUPATEN SUBANG.

Menetapkan
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusarl pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab
dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima
delegasi.

6. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan
cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.

7. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan
masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah
Pusat/ Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.

8. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya
disingkat DPPT adalah dokumen yang disusun dan ditetapkan
oleh instansi yang memerlukan tanah dalam tahapan
perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum di
atas 5 (lima) hektar kepada Bupati pada pembangunan Jalan
Lingkar Luar Pamanukan - Tegalurung.

(1) Dengan dilimpahkannya kewenangan Pengadaan Tanah bagi
pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Bupati mempunyai tugas dan tanggung
jawab dalam:
a. veri{ikasi DPPT; dan
b. persiapan.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 3
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(2) Verifikasi DPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilakukan terhadap materi muatan DPPT, meliputi:
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruarg;
c. prioritas pembangunan nasional/daerah;
d. letak tanah;
e. luas tanah yang dibutuhkan;
f. gambaran umum status tanah;
g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
i. perkiraan nilai tanah;
j. rencana penganggaran; dan
k. preferensi bentuk ganti kerugian.

(3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pembentukan tim persiapan Pengadaan Tanah;
b. pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan;
c. pelaksanaan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
d. pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
e. penyiapan penetapan lokasi pembangunan;
f. pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk

Kepentingan Umum; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan

Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang
ditugaskan oleh Gubernur.

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagr
pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dilakukan secara mutatis mutandis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 5

(l) Bupati meLaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
persiapan Pengadaan Tanah bag pembangunan untuk
Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
kepada Gubernur.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilaksanakan
secara periodik dan/atau sewaktu-walrtu apabila diperlukan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Dengan selesainya pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berakhir masa
atau tenggang waktu wewenang Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
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Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

R

s RJAWA BARATq/

RIDWAN KAMI\

(,

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 ,.arstus ?o2?

S DAERAH PROVI
A BARAT,

-f,
zErls

**
3 WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR eo

SE I( I

tanggal ?9 Aanstus tu?2
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,




